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BAB V 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

 
A.   Gambaran Umum LAZISMU PWM DIY 

 
LAZISMU merupakan lembaga nirlaba tingkat nasional yang 

berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan 

secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana 

kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan 

dan instansi lainnya. Berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan 

penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. H.A. Syafi’i Ma’arif, MA. 

Dan selanjutnya dikukuhkan oleh Mentri Agama Republik Indonesia 

sebagai  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  melalui  SK  No.  457/21 

November 2002. 

 
Kepengurusan LAZISMU pada periode awal dipimpin oleh Prof. 

Dr. HM. Din Syamsuddin, MA. (Pimpinan Ormas Muhammadiyah) 

dengan  sekretaris  Drs.  H.  Hajriyanto  Y.  Tohari,  MA.  Memasuki 

periode ke-2 ini, kepengurusan LAZISMU dipegang oleh Drs. H. 

Hajriyanto Y. Tohari, MA. Dan sekretarisnya adalah Ahmad Imam 

Mujadid Rais, S.Ip. 

Dalam operasional progamnya, LAZISMU didukung oleh jaringan 

Multi  Lini,  yang  merupakan  sebuah  jaringan  konsolidasi  lembaga 

zakat yang tersebar di seluruh provinsi yang menjadikan progam- 

progam pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh 

wilayah Indonesia secara tepat, terfokus dan tepat sasaran. 
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a.   Dasar 

 
7)  Undang-Undang    Nomor    38    Tahun    1999    tentang 

pengelolaan zakat. 

8)  Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan 

 
Amil Zakat. 

 
9)  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  457  tanggal  21 

 
November 2002 tentang pengukuhan LAZISMU. 

 
10) Edaran Gubernur DIY Nomor 451/2252 tanggal  17  Juni 

 
2009 tentang Gerakan Zakat, Infaq, Shadaqah. 

 
11) Surat Keputusan PWM DIY Nomor 017/II.0 D/2010 

 
12) Q.S At-Taubah (9) : 103 

 
 
 
 

b.   Visi dan Misi 

 
3)  Visi : 

 
Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya 

 
4)  Misi : 

 
d)  Optimalisasi  kualitas  pengelolaan  ZIS  yang  amanah, 

profesional, dan transparan. 

e)  Optimalisasi  pendayagunaan  ZIS  yang  kreatif,  dan 

produktif. 

f)   Optimalisasi pelayanan donatur. 

c.   Azas Pengelolaan ZIS. 

4)  Amanah 
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Pengumpulan data dan pentasyarufan ZIS sesuai dengan 

tuntunan syar’i dan peraturan yang ada. 

5)  Profesional 

 
Pengelolaan ZIS mengacu pada system manajemen 

pengelolaan keuangan. 

6)  Transparan 

 
Pengumpulan  dan  pentasyarufan  ZIS  dilaporkan  setiap 

bulan  dan  setiap  tahun  dalam  bentuk  tertulis  maupun 

melalui website. 

d.   Struktur Organisasi 

 
Struktur organisasi LAZISMU PWM DIY 

Wali Amanah                               : PWM DIY 

Dewan Syariah                             : Majelis Tarjih PWM DIY 

Badan Pengawas                          : LPPK PWM DIY 

Badan Pengurus                           :  Muhammad Da’i, S.Ag. 

 
: Haris Bahalwan, S.Ag. 

 
: Kusmanto, S.Ag. 

Badan Pelaksana                          : Eka Pranyana 

: Agus Suroyo, S.Ip. 

AMIL 

Ketua                                            : Muhammad Da’i, S.Ag. 

Wakil Ketua                                 : Arif Mahfud, S.Ag. 

Sekretaris                                      : Haris Bahalwan, S.Ag. 

Bendahara                                     : Kusmanto, S.Ag. 
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Anggota                                        : Siti Sulastri, S.E 

 
: Syamsul Alam, S.Ag. 

 
: Amiruddin, S.Ag. 

 
: Eka Pranyana 

 
: Bambang Sulistyanto 

 
: Fadlun Amin 

 
: Awan Setyo Nugroho 

 
: Sigit Pambudi 

 
: Tri Antoro 

 
: Idrus 

 
Sekretaris Eksekutif                     : Agus Suroyo, S.Ip. 

Penjelasan Tugas : 

6) Wali Amanah, sebagai lembaga tertinggi yang diisi 

masyarakat dengan reputasi yang baik untuk memberikan 

keyakinan kepada masyarakat luas bahwa pengelolaan dana 

zakat,  infaq,  shadaqah  melalui  LAZISMU  PWM  DIY 

benar-benar dapat dipercaya. Selain itu, sekaligus sebagai 

badan pertimbangan dan penasehat kepada Badan Pengurus 

dan Pelaksana. 

7) Dewan Syari’ah, bertugas memberikan keputusan dan 

penetapan serta fatwa syari’ah terhadap berbagai ketentuan 

dan kebijakan dalam pengumpulan pengelolaan, dan 

penyaluran zakat, infaq, shadaqah yang dijalankan 

LAZISMU PWM DIY. 
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8) Badan   Pengawas,   bertugas   melakukan   pengawasan 

terhadap pelaksanaan pengelolaan ZIS yang dilaksanakan 

oleh  Badan  Pengurus  dan  Badan  Pelaksana  LAZISMU 

PWM DIY. 

9) Badan  Pengurus,  bertugas  membuat  kebijakan  dan 

pengendalian  dalam  penyelenggaraan  LAZISMU  PWM 

DIY. 

10) Badan Pelaksana, bertugas melaksanakan kegiatan sehari- 

hari kebijakan dan keputusan Badan Pengurus, terdiri dari 

tenaga profesional yang bekerja sepenuh waktu (full time). 

Agar dapat berfungsi secara optimal, maka pelaksana 

LAZISMU PWM DIY terdiri dari: 

a)  Direktur 

 
Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan 

kegiatan serta melakukan pengelolaan dan 

pengembangan kegiatan perhimpunan dana ZIS. 

b)  Divisi Administrasi dan Keuangan 

 
Sebagai pengatur keluar masuknya uang dan melakukan 

pencatatan terhadap semua transaksi keuangan dan 

menyajikan dalam bentuk laporan. Selain fokus pada 

bidang keuangan divisi ini juga bertanggung jawab 

terhadap jalannya proses administrasi surat dan 

kelembagaan. 

c)  Divisi Perhimpunan 
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Bertudas mengatur strategi dan melaksanakan kegiatan 

perhimpunan dana ZIS. 

d)  Divisi Pendayagunaan 

 
Bertugas   menyalurkan   dana   ZIS   dengan   prioritas 

progam untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, 

sosial, dan dakwah sebagaimana keputusan pleno yang 

telah menetapkan kebijakan berbagai progam. 

e.   Progam-progam PWM DIY 

 
4)  Sosial dan Pelayanan dakwah 

 
c)  Bantuan sarana dan syiar dakwah 

 
d)  Bantuan pelayanan kesehatan masyarakat 

 
5)  Pengembangan Pendidikan dan Keterampilan 

c)  Beasiswa siswa tidak mampu TK – SMA 

d)  Pendidikan keterampilan masyarakat 

6)  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

e)  Dana bergulir 

f)   Pendampingan atau pelatihan budidaya ternak 

g)  Pendampingan atau pelatihan keterampilan 

h)  Kelompok usaha bersama (KUBE) 

 
f.   Revitalisasi LAZISMU PWM DIY. 

 
1)  LAZISMU dan profesionalisme 

 
Sebagai tolak ukur dari profesionalisme LAZISMU ada tiga 

kata kunci yang bisa dipakai untuk mengujinya, yaitu: 

a)  Amanah 
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Merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh amil 

zakat, termasuk juga rasa tanggung jawab yang tinggi 

dikarenakan ia mengelola dana umat secara esensial 

adalah milik mustahik. Kepercayaan muzakki terhadap 

LAZISMU untuk mengelola dana tersebut harus dijaga 

dengan baik dikarenakan kepercayaan muzakki menjadi 

unsur terpenting dalam penghimpunan dana zakat, 

bagaimana mendapatkan kepercayaan kalau amanah itu 

tidak segera ditunaikan. 

b)  Profesional 

 
Kemampuan LAZISMU dalam mengelola dana zakkat 

harus didukung keahlian dalam berbagai bidang dan 

membutuhkan sumber daya manusia yang berkaitan 

dengan pentasyarufan zakat seperti ekonomi, akuntansi, 

administrasi, marketing dan sejenisnya menjadi 

keharusan untuk menghasilkan LAZISMU yang baik 

inilah disebut profesional dalam pengelolaannya. 

c)  Transparan 

 
Kemampuan LAZISMU dalam mempertanggung 

jawabkan pengelolaannya kepada publik dengan 

melibatkan pihak terkait seperti muzakki dan mustahik 

sehingga memeperoleh kontrol yang baaik terhadap 

pentasyarufan zakat,  bertujuan menghapus  kecurigaan 

yang    memungkinkan    muncul    dari    pihak    yang 
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melihatnya.     Dengan     cara     inilah     akan     dapat 

diminimalisir. 

2)  Peningkatan manajerial LAZISMU 

 
Untuk meningkatkan manajerial LAZISMU dibutuhkan 

peningkatan beberapa perangkat organisasi yang harus 

dipenuhi, yaitu: 

a)  Kelembagaan 

 
Secara    kelembagaan    LAZISMU    harus    memiliki 

kemapanan kelengkapan berupa: 

(1) Visi dan Misi 

 
Setiap LAZISMU harus memiliki visi dan misi yang 

jelas nantinya akan mengarahkan aktifitas kegiatan 

yang akan dilakukan. 

(2) Kedudukan dan sifat lembaga. 

 
LAZISMU   adalah   organisasi   pengelolaan   zakat 

yang dibentuk oleh atas prakarsa dari unsur 

masyarakat dan terdaftar sebagai organisasi 

kemasyarakatan serta dikukukhkan oleh pemerintah. 

Sistem pengelolaannya harus bersifat: 

(a) Independen 

 
Lembaga ini  tidak  mempunyai  ketergantungan 

kepada orang tertentu ataupun orang lain untuk 

menjaga     keleluasaan,     untuk     memberikan 
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keleluasaan untuk mempertanggungjawabkan 

kepada masyarakat. 

(b) Netral 

 
Didanai  oleh  masyarkat  berarti  lembaga  ini 

milik masyarakat sehingga dalam menjalankan 

aktifitasnya lembaga ini tidak boleh 

menggantungkan golongan tertentu, maka akan 

melukai donatur yang berasal dari golongan lain 

sebagai  akibatnya  akan  ditinggalkan  oleh 

donatur yang potensial. 

(c) Tidak berpolitik 

 
Lembaga ini jangan sampai terjebak dalam 

kegiatan polotik praktis. Ini perlu dilakukan agar 

semua dana tersebut tidak digunakan untuk 

kepentingan partai politik. 

(d) Tidak diskriminatif 

 
Dimanapun, kapanpun dan siapapun yang 

menjadi kaya ataupun miskin. Haruslah dalam 

proses penyalurannya tidak boleh mendasarkan 

perbedaan suku atau golongan tertentu tetapi 

selalu  menggunakan  parameter yang jelas  dan 

dapat di pertanggung jawabkan secara syar’i 

maupunmanajerial. 

(3) Legalitas dan struktur organisasi 
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Khususnya untuk LAZISMU, haruslah bebadan 

hukum   dan   terdaftar   pada   akta   notaris   dan 

pengadilan negri dan struktur organisasi dibuat 

seramping mungkin dan disesuaikan dengan 

kebutuhan sehingga bisa efisien. 

(4) Aliansi strategis 

 
LAZISMU haruslah melakukan aliansi strtegis 

dengan berbagai pihak, dalam pencarian dana, 

pentasyarufan  dana  dan  pubilikasi.  Ini  dilakukan 

agar efisien dan efektif dalam bekerja. 

3)  Peningkatan Sumber Daya Manusia 

 
Sumber daya manusia dalah unsur terpenrting dalam 

LAZISMU, tanpa itu semua mustahil berjalan dengan baik 

meskipun telah di tunjang berbagai kelengkapan 

infrastruktur yang ada, namun harus diperhatikan juga hal- 

hal dibawah ini: 

a)  Perubahan paradigma 

 
Amil zakat adalah sebuah profesi, paradigma ini masih 

terbangun tatkala berbicara maslah zakat adalah sistem 

pengelolaannya yang bersifat tradisional masih 

dikerjakan dengan waktu yang sisa, SDM hanya bekerja 

paruh waktu, pengelolaannya tidak boleh digaji dan 

seterusnya.  Itulah  yang  menjadi  kendala 

profesionalisme LAZISMU semakin diperlukan, seiring 
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dengan kemajuan zaman. Konsekuensinya adalah amil 

zakat   diharuskan   menjadi   profesi   dan   bekerjanya 

fulltime dan tidak menjadikan tugas penegelolaan zakat 

menjadi nomor dua kemudian digaji dengan layak 

sehingga bisa mengelola zakat dengan baik. 

b)  Kualifikasi SDM 

 
Sesuai ketentuan struktur organisasi berikut dipaparkan 

kualifikasi SDM yang mengisi posisi tersebut: 

Pimpinan: 

 
(1) Amanah dan jujur 

 
(2) Memiliki kemampuan sebagai pemimpin 

 
(3) Mempunyai kemampuan manajerial 

 
(4) Paham fiqh zakat 

 
(5) Mempunyai visi pemberdayaan 

 
(6) Inovatif dan kreatif 

 
(7) Mampu    menjalin    hubungan    dengan    berbagai 

lembaga 

(8) Mampu bekerja sama dengan tim 

Bagian fund raising: 

(1) Amanah dan jujur 

 
(2) Mempunyai latar belakang marketing 

 
(3) Mempunyai komunikasi yang baik 

 
(4) Mampu bekerja sama dengan tim 



61
61 

 
 
 
 
 
 

 

Bagian keuangan: 
 

 
(1) Amanah dan jujur 

 
(2) Mempunyai latar belakang keuangan dan akuntansi 

 
(3) Cermat dan teliti 

 
(4) Mampu bekerjasama dengan tim 

Bagian pendayagunaan: 

(1) Amanah dan jujur 

 
(2) Mempunyai latar belakang community development 

 
(3) Mampu benerjasama dengan tim 

c)  Pengelolaan SDM 

(1) Pengadaan SDM 

 
Meliputi rekruitmen, seleksi dan penempatan bisa 

permanen dan juga musiman, tidak tetap atau 

sukarelawan. Agar mendapat sesuai kualitasnya 

diberlakukan kategori berikut ini: 

(a) Memenuhi  syarat  formal,  artinya  diambil  dari 

pelamar yang golongan/pendidikannya lebih 

tinggi dari yang diminta. 

(b) Yang  memenuhi  syarat  formal  ataupun  tidak 

tetapi sudah lama menjadi sukarelawan. 

 

Pelaksanaannya dilakukan ditingkat pimpinan yang 

mengetahui pedoman dasar denganmemilih the right 
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man for the right place yang berlaku di bidang SDM 

yaitu keahlian, umur, jenis kelamin, diklat, 

pengalaman, keadaan fisik dan kesehatan, sikap 

pelamar, bakat dan performa yaitu kesan pertama 

yang diperoleh pimpinan. Setelah itu dilakukan 

seleksi tahap selanjutnya daftar nominal dan 

dlakukan wawancara. 

 

(2) Pembinaan 

 
Meliputi penyelenggaran pendidikan dan latihan 

pegawai, membentuk dan memelihara semangat 

kerja, konseling, mutasi, promosi, dan penilaian 

prestasi. 

(a) Menyelenggarakan    latihan    dan    pendidikan 

pegawai. 

(b) Membentuk dan memelihara semangat kerja. 

 
Selain   mendapat   training,   perlu   juga   untuk 

dibina dan dipelihara. Itu semua bisa membawa 

pengaruh positif terhadap produktifitas dan 

kelancaran kerja. 

(c) Konseling 

 
Maksudnya adalah mengadakan kunjungan 

kepada bawahan, hal ini perlu dilakukan sebagai 

pegangan manakala diperlukan dalam hal terlalu 



63
63 

 
 
 
 
 
 

 

banyaknya kesalahan yang terjadi, pegawai yang 

cepat letih dan lain sebagainya. 

(d) Mutasi 

 
Perpindahan seorang pegawai dari satu jabatan 

ke jabatan  yang lain,  namun  pertimbangannya 

adalah karena prestasinya yang dibawah standar, 

ada beberapa cara: 

Pertama, pekerjaanya haruslah pekerjaan yang 

baru sebaiknya disampaukan secara jelas dan 

detail. 

Kedua, pertimbangannya adlah untuk 

melaksanakan mutasi pegawai agar tidak 

mengecilkan hatinya dengan cukup diberikan 

alasan yang jelas 

Ketiga, yakinkan kepada pegawai akan 

kemampuannya. 

Keempat, tunjukan kepadanya bahwa dalam 

pekerjaanya yang baru akan mengalami banyak 

pertimbangan dan kemajuan. 

(e) Promosi 

 
Merupakan perpindahan dari satu jabatan ke 

jabatan lain dan promosi haruslah memiliki 

batasan atau syarat tertentu dan pengalaman. 

Setiap pegawai juga harus mengetahui tentang 
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kebijakan diatas agar pegawai tersebut memiliki 

ambisi  dapat menyalurkan prestasinya tersebut. 

(f)  Penilaian prestasi 

 
Dalam melakukan suatu penilaian ada prinsip 

dasr yang harus dipegang oleh setiap pimpinan, 

bahwa setiap bawahan harus mengenal 

kemampuan, ataupun  prestasinya. 

(g) Langkah-langkah penilaian 

 
Pertama,  menetukan  standar  atau  dasar 

penilaian   sebagai   ukuran   yang   pasti   untuk 

dipakai sebagai pegangan. 

Kedua, mengukur pelaksanaan kerja setiap 

pekerjaan diukur secara kualitatif maupun 

kuantitatif. 

Ketiga, membandingkan prestasi dengan setiap 

pegawai yang mempunyai potensi serta 

kapabilitas yang berbeda. 

Keempat, memperbaiki selisih antara performa 

dengan standar terdapat selisih maka sebagai 

pemimpin yang bijak harus mengambil tindakan 

perbaikan. 

(3) Pemeliharaan SDM 

 
(a) Administrasi penggajian 

 
(b) Faktor dasar pemberian gaji 
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(c) Faktor penentu kompensasi gaji 

 
(d) Struktur penggajian 

Pertama, falt rate scale 

Kedua, age rate scales 

Ketiga, incremental scales 

Keempat, salary ranges 

(4) Pemberhentian 

 
Adalah proses yang paling ahir dalam pengelolaan 

SDM dengan istilah pemutusan hubungan kerja 

(PHK)  disebabkan seorang pegawai diperbolehkan 

untuk memutuskan hubungan kerja dengan alasan 

yang dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan 

peraturan  perundang-undangan  yang  ada. 

LAZISMU haruslah mempunyai sistem pengelolaan 

yang baik, unsur yang perlu diperhatikan adalah: 

(a) Memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas 

dan  tertulis  sehingga  keberlangsunganlembaga 

ini  tidak bergantung kepada figur seseorang tapi 

pada sistem. 

(b) Manajemen  terbuka,  dikarenakan  lembaga  ini 

adalah lembaga publik, sudah selayaknya 

mempunyai manajemen terbuka. 
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(c) Mempunyai    rencana    kerja    yang    disusun 

berdasarkan kondisi lapangan dan kemajuan 

SDL. 

(d) Memiliki  komite  penyalur  yang  menyalurkan 

dana tersebut kepada yang berhak sehingga 

tujuan bisa tercapai. 

(e) Memiliki   sistem   akuntansi   dan   manajemen 

keuangan. 

(f)  Diaudit, sudah menjadi keniscayaan oleh audit 

internal maupun eksternal. 

(g) Publikasi   sebagai   pertanggung   jawaban   dan 

transparansi dari si pengelola dana zakat. 

(h) Perbaikan secara terus menerus. 
 
 
 

 

B. Implementasi Zakat Profesi di LAZISMU PWM DIY 

 
1.   Zakat profesi di LAZISMU PWM DIY 

 

 
Secara  umum  pihak  LAZISMU  PWM  DIY  menerima  secara 

terbuka dana zakat, artinya tidak memilah dan memilih mana ini zakat 

profesi, zakat mal, zakat yang lainnya, tetapi juga membuka diri untuk 

siapa saja dengan kesadaran zakat ini bisa disalurkan ke LAZISMU PWM 

DIY,  LAZSIMU  PWM  DIY  memiliki  satu  kewajiban  dengan  jejaring 

yang ada di 82 cabang, 550 ranting dan 1287 amal usaha, sehingga harus 

menata ke lembaga dalam arti pertama tidak   jadi timpang tindih dalam 
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pelaksanaannya karena memang kewilayahannya harus tertata, kemudian 

yang kedua kewenangan pengambil perannya, karena apabila semuanya 

bisa   bergerak,   maka   muzaki   ini   akan   datang   karena   kepercayaan, 

kemudian yang ketiga mensinergikan lembaga amil yang banyak itu agar 

bisa  lembaga  yang  berkidmat  kepada  masyarakat  bisa  memberikan 

manfaat yang lebih agar ketimpangan di masyarakat yang masih sangat 

besar bisa teratasi
25

. 

 

Dalam  mekanisme  pengelolaan  Zakat,  LAZISMU  PWM  DIY 

 
mempunyai azas pengelolaan, yaitu: 

 

 
a.   Amanah 

 
Pengumpulan  dan  pentasyarufan  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah  sesuai 

tuntunan Syar’i dan peraturan yang ada. 

b.   Profesional 

 
Pengelolaan   Zakat,   Infaq,   dan   Shadaqah   mengacu   pada   sistem 

manajemen pengelolaan keuangan. 

c.   Transparan 

 
Pengumpulan dan pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dilaporkan 

setiap bulan dan setiap tahun dalam bentuk tertulis maupun website. 

 

Sebagai   lembaga   Amil   Zakat,   LAZISMU   PWM   DIY   yang 

 
mempunyai  keterkaitan  dan  kebersamaan  dalam  jaringan  LAZISMU 

 
 
 

 
25 

hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Bapak Moh. Dai, S.Ag. 

Badan Pengurus dan Ketua AMIL LAZISMU PWM DIY. 
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seluruh struktur dari PDM, PCM, PRM se DIY selalu mengacu pada azas 

serta visi-misi gerakan untuk pemberdayaan umat. 

 

2.   Golongan yang menerima dana Zakat di LAZISMU PWM DIY 

 
Secara garis besar, sasaran penerima zakat dibagi dua kelompok. 

Yakni Pertama,  kelompok 8 Asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al- 

qur’an : 

a.   Fakir 

 
b.   Miskin 

c.   Amil 

d.   Ibnu Sabil 

e.   Sabilillah 

f.   Gharim 

g.   Muallaf 

h.   Riqab 

Kedua, kondisi khusus. Selain 8 golongan di atas, penerima dana 

zakat adalah mereka yang tengah dalam kondisi khusus, dana zakat harus 

disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya. Ada beberapa kelompok 

masyarakat yang berhak menerima zakat ketika dalam keadaan khusus : 

a.   Anak Jalanan 

b.   Gelandangan 

c.   Pengemis 

d.   Anak-anak Putus Sekolah 

e.   Korban Bencana Alam 
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f.   Remaja dan Pemuda Pengangguran 

g.   Korban Kekerasan 

3.   Implementasi zakat profesi di LAZISMU PWM DIY. 
 

 
Dalam    proses    pengumpulan     dan     kemudian     pengelolaan 

zakat  profesi  di  LAZISMU  PWM  DIY,  terdapat  satu  indikasi  yang 

menurut   peneliti   menjadi   faktor   kunci   dalam   pengumpulan   zakat 

profesi tersebut. 

Zakat    ini    merupakan    satu    bentuk    kesadaran    dan    satu 

tuntunan  dalam  agama,  maka  orang  yang  beriman  itu  salah  satunya 

beriman  itukan  menunaikan  zakat  dan  salah  satu  ciri  orang  muslim 

yang tidak menunaikan zakat itu orang yang kufur.
26

 

Hal    ini    selaras    dengan    penelitian    yang    dilakukan    oleh 

 
Hanna  Siska  dan  Dodik  Siswantoro  “Analysis  Of  Zakat  On  Income 

Payers    Preference    In    Indonesia    (Potency    Of    Double    Zakat)” 

dimana tingkat kesadaran pembayaran zakat profesi sangat rendah 

dikarenakan   masyarakat   tidak   mau   dikenai   pembayaran   zakat   dua 

kali, yaitu zakat profesi dan zakat maal
27

. 

Dari   hasil   pengamatan   lapangan,   nisab   yang   dipakai   untuk 

mengukur zakat profesi di LAZISMU PWM DIY yaitu setara dengan 85 

gram emas, dengan kadarnya sebasar 2,5%. Hal ini selaras dengan hasil 

 
26 

Hasil Wawancara dengan Bpk Moh. Da’i (Pimpinan LAZISMU PWM DIY) 

Rabu, 20 Agustus 2014 10:25 
27 

Hanna Siska dan Dodik Siswantoro “Analysis Of Zakat On Income Payers Preference 

In Indonesia (Potency Of Double Zakat)” 3rd INTERNATIONAL  CONFERENCE ON 

BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH ( 3rd ICBER 2012  ) PROCEEDING. 



70
70 

 
 
 
 
 
 

 

Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2000 di Jakarta yang merupakan 

keputusan final tentang pemberlakuan wajib zakat profesi yang memang 

sudah mulai dibahas sejak Muktamar Tarjih tahun 1989 di Malang. 

Sebagai contoh Ahmad adalah seorang karyawan swasta yang 

berdomisili di kota Tangerang Selatan, memiliki seorang istri dan 2 orang 

anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,-. Bila kebutuhan pokok 

keluarga tersebut kurang lebih Rp.625.000    per-bulan    maka    kelebihan 

dari    penghasilannya    =    (1.500.000 -  25.000) = Rp. 975.000 perbulan. 

Apabila  saldo  rata-rata  perbulan  975.000  maka  jumlah  kekayaan  yang 

dapat dikumpulkan dalam  kurun  waktu  satu  tahun  adalah Rp. 11.700.00 

(lebih  dari  nishab).  Dengan  demikian  Ahmad  berkewajiban  membayar 

zakat sebesar 2.5% dari saldo. 

 

 
 

4.   Zakat profesi menurut Tarjih Muhammadiayah. 

 
Muhammadiyah pada Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2000 

nisabnya memakai emas 85 gram. Sebagai implementasinya adalah profesi 

guru, teknisnya seperti di LAZISMU dari semua penghasilan dikurangi 

pengeluaran kemudian sisa atau kelebihan tersebut di kali 12 Bulan, 

kemudian setara dengan emas 85 gram atau tidak
28

. 

 

Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  hasil  Musyawarah  Nasional 

 
Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H 

 

 
 
 
 
 

28 
Hasil wawancara dengan Ust. Asep Sholahudin (Majelis Tarjih Muhammadiyah). 
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bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede 

 
Jakarta Timur 

 

 
a.   Zakat profesi hukumnya wajib 

 
b.   Nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat 

c.   Kadar zakat profesi sebesar 2,5% 

 

Seyogyanya     sebagai     Lembaga     Amil     Zakat     Infaq     dan 

Shadaqah   Muhammadiyah,   tentunya   berpedoman   pada   apa   yang 

sudah diputuskan oleh undang-undang dalam hal ini adalah Tarjih 

Muhammadiyah.   Sama   halnya   dengan   apa   yang   disampaikan   oleh 

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melalui majalah Suara 

Muhammadiyah. 

Putusan     Tarjih     adalah     putusan     yang     dihasilkan     oleh 

Muktamar     Tarjih     yang     diselenggarakan     pada     masa     periode 

sebelumnya yang akhir-akhir ini diputuskan oleh Munas Tarjih. 

Muktamar     Tarjih     atau     Munas     Tarjih     adalah     lembaga 

tertinggi    dalam    persyarikatan    Muhammadiyah    yang    berwenang 

untuk    memutuskan    permaalah-permasalahan    keagamaan.    Putusan 

Tarjih    setelah    ditanfidz    oleh    pimpinan    Pusat    Muhammadiyah 

berlaku   mengikat   bagi   segenap   jajaran         persyarikatan 

Muhammadiyah  apda  semua  tingkatan.  Pimpinan  Wilayah 

Muhammadiyah.     Pimpinan      Daerah     Muhammadiyah.      Pimpinan 

Cabang      Muhammadiyah.      Pimpinan      Ranting      Muhammadiyah 

bertugas    memimpin    dan    mengendalikan    pelaksanaan    kebijakan 
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Pimpinan Pusat dan Unsur Pembantu pimpinan Pusat. 

 
Untuk lebih jelasnya berikut kutipannya: 

 
a.   Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 34: 

 
1) Tanfidz   adalah   berlakunya   keputusan   Muktamar,   Tanwir, 

Musyawarah,      dan   Rapat   yang   dilakukan   oleh   Muhammadiyah 

masing-masing tingkat. 

2)  Keputusan     Muuktamar,     Tanwir,     Musyawarah,     dan     Rapat 

berlaku     sejak     ditanfidzkan     oleh     Pimpinan     Muhammadiyah 

masing-masing tingkat. 

b.   Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah: 

 
1)  Pasal    11    ayat    (1)    huruf    b:    Pimpinan    Wilayah    bertugas 

memimpin       dan       mengendalikan       pelaksanaan       kebijakan 

Pimpinan Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan. 

2)  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  b:  Pimpinan  Daerah  bertugas  memimpin 

dan   mengendalikan   pelaksanaan   kebijakan   Pimpinan   Pusat   dan 

Unsur Pembantu Pimpinan. 

3)  Pasal    13    ayat    (1)    huruf    b:    Pimpinan    Cabang    bertugas 

memimpin       dan       mengendalikan       pelaksanaan       kebijakan 

Pimpinan Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan. 

4)  Pasal    14    ayat    (1)    huruf    b:    Pimpinan    Ranting    bertugas 

memimpin       dan       mengendalikan       pelaksanaan       kebijakan 

Pimpinan Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan. 

Berdasarkan   Anggaran   Dasar   dan   Anggaran   Rumah   Tangga 

yang     telah     disebutkan,     dapat     disimpulkan     bahwa     Pimpinan 
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Wilayah,   Pimpinan   Daerah,   Pimpinan   Cabang,   Pimpinan   Ranting, 

harus    melaksanakan    segala    keputusan    Pimpinan    Pusat    termasuk 

Putusan   Tarjih.   Secara   Organisatoris   segenanp   jajaran 

Muhammadiyah     harus     melaksanakan     pelaksanaan     zakat     sesuai 

dengan      keputusan   resmi   Muhammadiyah   seperti   yang   termaktub 

di   dalam   HPT   tidak   terkecuali   pada   tingkat   Wilayah,   daerah, 

Cabang, dan Ranting manapun. 


